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TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola
pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan
reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klungkung;

bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menyusun Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2020-
2024;

bahwa ketentuan Pasal 2 huruf c¢ Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang belum
memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi wajib
untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);



2.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesa Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



11.

12.

13.

14.

Menetapkan

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2019);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI

BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

A WDN -

. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

. Bupati adalah Bupati Klungkung.

. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 yang

selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebuah dokumen
rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang mengambarkan reformasi
birokrasi pada Pemerintah Daerah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun



2024 sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai
tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi.

BAB II
KEDUDUKAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu:
a. manajemen perubahan;

b. deregulasi kebijakan;

c. penataan organisasi;

d. penataan tata laksana;

e. penataan sumber daya manusia aparatur;

f. penguatan akuntabilitas;

g. penguatan pengawasan; dan

h. peningkatan kualitas pelayanan publik

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. pendahuluan;
b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi,
c. analisis lingkungan strategis;
d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020- 2024; dan
f. penutup.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 12 Januari 2021

.- BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

—

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 4



